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Masyarakat di Indonesia masih banyak yang be etahui hak-hak yang dimilikinya di dalam pelayanan
kesehatan, Di sisi lain, masih ada anggapan bahwa dokter tidak mempunyai suatu kesalahan. Akibatnya
perlindungan konsumen di bidang jasa pelayanan kesehatan selamaini Bering terabaikan. Perlindungan
hukum kesehatan terhadap pasien memang diperlukan untuk menjamin agar tidak terjadi pelanggaran dari
tenaga kesehatan.

Permasal ahan dalam tesisini dibagi menjadi tiga pokok permasalahan, pertama mengenai bentuk hukum
dari hubungan antara dokter dengan pasien adalah dalam bentuk transaksi terapeutik dan informed consent.
Transaks terapeutik merupakan perjanjian (kontrak) yang diatur di dalam Pasal 1320 KUH Perdata,
Sedangkan informed consent merupakan kesepakatan atau persetujuan. Kedua, mengenal implementasi UU
No. 8 tahun 1999 dalam hubungan antara dokter dengan pasien. UU No. 8 tahun 1999 meskipun pada
dasarnyatidak bertentangan dengan Kode Etik Kedokteran, tetapi bukan berarti UU No. 8 tahun 1999 dapat
iangsung diterapkan pada jasa pelayanan kesehatan. Apabila UU No. 8 tahun 1999 diimplementasikan
dalam hubungan antara dokter dengan pasien, berarti pasien dapat diposisikan sebagai konsumen dan dokter
sebagai pelaku usaha, hal ini dapat menimbulkan kesan bahwa hubungan pasien dengan dokter adalah
hubungan dimana seolah-olah dokter menjual jasanya dengan jaminan sembuh. Selain itu, bila pasien atau
keluarganya telah menandatangani informed consent bukan berarti pasien atau kel uarganya mendapatkan
suatu jaminan "pasti sembuh”. Berbeda dengan pelaku usaha yang memberikan jaminan barang dan/atau
jasayang diberikan "pasti baik" dan terjamin mutunya kepada konsumen. Ketiga, mengenai pelaksanaan
perlindungan hak-hak pasien dalam hubungan antara dokter dengan pasien. Praktek kedokteran betapapun
berhati-hatinya dil aksanakan, selalu berhadapan dengan kemungkinan terjadinyaresiko, yang salah satu
diantaranya adalah kesalahanikelalaian dokter dalam menjalankan profesinya. Pasien dapat menggugat
tanggung jawab hukum kedokteran dalam hal dokter melakukan kesalahanikelalaian dengan dasar hukum
Pasal 1365 KUHPerdata dan Pasal 55 ayat (1) UU No. 23 tahun 1992. Untuk mencegah terjadinya kesalahan
atau kelalaian dokter dalam menjalankan profesinya, bagi pasien adalah dengan menjadi pasien yang bijak
yaitu dengan mengambil peran aktif dalam setiap keputusan mengenai pemeliharaan kesehatan. Untuk
mengatas buruknya komunikasi antara dokter dengan pasien, adalah rumah sakit sgjak dini
menginformasikan hak-hak pasiennya.

Saran yang dituangkan dalam tesis ini adalah bahwa pemerintah diharapkan mengatur transaksi terapeutik
dalam suatu undang-undang agar dapat menyeragamkan isi dari transaksi terapeutik. Dengan adanya UU
Praktek Kedokteran diharapkan memberikan panduan hukum bagi pare dokter agar lebih berhati-hati dan
bertanggung jawab alas profesinya.
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